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Hal

: Kewenangan Penerbitan
Surat Tanda Registrasi (STR)

Yang terhormat,
Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara mengenai usulan pelimpahan kewenangan

penerbitan STR kepada Pemerintah Provinsi, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai
berikut:

1.

Lampiran Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Undang — Undang itu sendiri, pada bagian B
nomor 2 mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan menjelaskan bahwa
penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia menjadi
kewenangan pemerintah pusat.

Undang — Undang Nomor 36 ‘Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 89 dan
90 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Tenaga
Kesehatan Indonesia (MTKI), dan Komite Farmasi Nasional (KFN) tetap
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia (KTKI).

Di masa yang akan datang, sesuai amanat Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan pasal 35 dan 37, rnenyatakan bahwa proses registrasi
tenaga kesehatan akan dilaksanakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan indonesia
(KTKI) yang berkedudukan di ibukota negara.

Terkait poin nomor 3, saat ini sedang disusun peraturan terkait yang dibutuhkan
untuk pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal - hal tersebut di atas dan sesuai dengan koridor peraturan

perundangan yang berlaku sebelum terbentuknya KTKI, maka kewenangan penerbitan STR
tetap berada di Pemerintah Pusat melalui KKI, MTKI, dan KFN.
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Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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